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endidikan nasional saat ini dinilai menghadapi krisis orientasi akibat terjebak

logika pasar, formalisme administratif, dan dikotomi ilmu. Fenomena ini
melahirkan pribadi pecah (sp/iz personality) yang cerdas secara akademik tetapi kering
secara moral-spiritual, serta rawan terpapar radikalisme digital akibat kegagalan
nalar. Menjawab tantangan tersebut, pemikiran Ahmad Syafii Maarif menawarkan
paradigma pendidikan humanistik yang mengintegrasikan kekuatan fikr (akal) dan
dzikr (hati) untuk melahirkan manusia #/u/ albab. Pendidikan harus diletakkan
sebagai proses humanisasi dan praktik pembebasan yang menjadikan sekolah sebagai
ruang merdeka yang egaliter, inklusif, dan dialogis. Melalui keteladanan moral
guru, pendidikan diharapkan mampu menyatukan nilai keislaman, keindonesiaan,
dan kemanusiaan demi mewujudkan keadilan sosial serta peradaban yang damai.

Pendidikan dan Realitas Sosial

Sekalipun tidak sepenuhnya berangkat dari warisan pemikiran Ahmad Syafii
Maarif, tulisan ini hendak memotret cara pandang sosok yang akrab disapa Buya
Syafii itu dalam melihat manusia, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat.
Dalam konteks itulah, kata “kesadaran” menjadi penting untuk diletakkan
sebagai titik pijak dalam membaca persoalan pendidikan kita hari ini. Apabila
diperhatikan, pendidikan tampaknya belum benar-benar diarahkan untuk
membentuk kemampuan membaca struktur sosial secara kritis. Pendidikan lebih
sering bergerak pada wilayah transfer informasi dan kemampuan beradaptasi
dengan perkembangan teknologi (Mu'ti, 2025). Akibatnya, murid sering kali hanya



dipersiapkan untuk mengikuti arus perubahan
zaman, tetapi belum cukup dibentuk untuk
memahami persoalan sosial yang mengitari

hidupnya sendiri.

Kenyataan ini memperlihatkan  bahwa
pendidikan kita sedang menghadapi krisis
orientasi. Pendidikan tidak lagi hanya
berhadapan dengan soal pengetahuan, tetapi
juga persoalan cara memandang manusia,
masyarakat, dan perubahan sosial itu sendiri.
Sekolah dan kampus, sebagaimana dikritik
Henry Giroux dalam On Critical Pedagogy
(2020), perlahan bergerak di bawah logika
pasar yang menempatkan profitabilitas
ekonomi sebagai orientasi utama pendidikan.
Dalam situasi seperti ini, pendidikan lebih
sibuk mengejar digitalisasi, capaian akademik,
dan penciptaan lulusan siap kerja demi
menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Padahal, seperti diingatkan Martha Nussbaum
dalam Not for Profit: Why Democracy Needs
the Humanities (2024), pendidikan yang
kehilangan dimensi humaniora perlahan
akan melahirkan “krisis tersembunyi”, yakni
menyusutnya kemampuan berpikir kritis,
imajinasi moral, dan sensitivitas sosial manusia.
Ironinya, pendidikan yang semakin modern
belum tentu semakin manusiawi. Dalam
konteks ini, Buya Syafii pernah mengingatkan,
bahwa peradaban modern sering kali ibarat
manusia yang sibuk menenun kain, tetapi
pada saat yang sama juga mencabik-cabiknya
kembali (Faruq dan Cholily, 2022).

Ilmu pengetahuan berkembang begitu cepat,
tetapi tidak selalu berjalan bersama kontrol etis
dan kesadaran teologis yang memadai. Situasi
seperti inilah yang oleh Paulo Freire dalam
Pedagogy of the Oppressed (2000), disebut
sebagai dehumanisasi. Yakni, keadaan ketika
pendidikan gagal mengantarkan manusia
menuju  keberadaan dirinya yang utuh.
Pendidikan akhirnya hanya menjadi ruang
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transfer pengetahuan yang mekanis, bukan
ruang pembebasan kesadaran. Dari sini lahir
generasi yang oleh Fazlur Rahman disebut
sebagai pribadi pecah (split personality), yaitu
manusia yang mengalami keterbelahan antara
kecerdasan intelektual dengan kedalaman
moral dan spiritualnya. Mereka mungkin
mahir menguasai teknologi, tetapi gagal
membaca penderitaan sosial di sekelilingnya.

Fenomena ini makin terasa ketika institusi
pendidikan tidak lagi sepenuhnya berfungsi
sebagai laboratorium kemanusiaan. Sekolah
dan kampus justru rawan menjadi ruang
tumbuhnya intoleransi, eksklusivisme, bahkan
kekerasan simbolik. Hal ini dikarenakan
pendidikan agama dalam banyak situasi
sering kali gagal menghadirkan penghormatan
tethadap perbedaan, dan justru terjebak
pada klaim kebenaran tunggal. Akibatnya,
pendidikan tidak berhasil melahirkan manusia
yang matang secara sosial, melainkan individu
yang cerdas di ruang akademik tetapi kering
dalam kehidupan kemasyarakatan.

Kegelisahan terhadap arah perkembangan
manusia terdidik di Indonesia inilah yang
membuat pemikiran Buya Syafii Maarif
tetap relevan untuk terus dihadirkan dalam
diskursus pendidikan kontemporer. Buya
menawarkan paradigma pendidikan Islam
yang tidak hanya menekankan rasionalitas,
tetapi juga keberpihakan etis terhadap
persoalan kemanusiaan (Ziaul Haq, 2025).
Bagi Buya, pendidikan tidak boleh berhenti
pada pencapaian formal dan kebanggaan
administratif ~ semata, melainkan  harus
mampu membentuk manusia yang memiliki
keutamaan moral, keberanian membela yang
lemah, serta kepekaan dalam membaca realitas
sosial.

Karena itu, pendidikan pada hakikatnya
bukan sekadar proses penguatan fikr (akal),

tetapi juga proses pendewasaan dzikr (hati).
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Dalam pandangan Buya Syafii, pendidikan
humanistik semacam ini berupaya menyatukan
kecerdasan intelektual dengan kesadaran

(Amirullah  dkk., 2022).

Sebab, kecerdasan tanpa komitmen terhadap

moral-spiritual

nilai-nilai kemanusiaan pada akhirnya hanya
akan melahirkan krisis baru dalam kehidupan
peradaban manusia itu sendiri.

Kritik terhadap Pendidikan Formal
Wajah  pendidikan akhir-akhir

ini sejatinya banyak menyimpan persoalan

Indonesia

mendasar yang belum benar-benar selesai.
Persoalannya bukan hanya soal fasilitas,
kebijakan
pendidikan yang terus berubah, tetapi juga

kurikulum, atau  pergantian
menyangkut arah dan cara kita memandang
pendidikan itu sendiri. Situasi pendidikan
semacam ini, oleh Buya Syafii disebut sebagai
“mayoritas tuna kualitas”, yaitu keadaan ketika
umat Islam sebagai kelompok mayoritas justru
tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan,
teknologi, ekonomi, dan penguasaan peradaban
modern (Sujono, 2023). Bagi Buya, kondisi
seperti ini tidak lahir begitu saja, melainkan
berkaitan erat dengan strategi pendidikan
nasional yang sejak awal kemerdekaan belum
benar-benar mampu membangun kualitas
manusia secara utuh. Mayoritas yang tidak
berkualitas, menurut Buya, pada akhirnya
hanya akan menjadi beban sosial dan historis
bagi agama yang seharusnya hadir sebagai
kekuatan pembangun peradaban.

Salah satu kritik paling mendasar yang
disampaikan Buya Syafii ialah masih kuatnya
dikotomi pendidikan antara ilmu agama
dan ilmu umum. Pendidikan kita berjalan
dalam dua jalur yang sering kali terpisah:
sekolah umum di bawah negara dan lembaga
pendidikan keagamaan dengan orientasi yang
berbeda. Pemisahan seperti ini, menurut Buya,
merupakan warisan kolonial yang membuat
kesatuan

pendidikan  gagal

membangun

ilmu pengetahuan (the unity of knowledge).
Akibatnya,  lahirlah
kepribadian terbelah (split personality): tampak

manusia  dengan
saleh dalam ruang ritual, tetapi gagap ketika
berhadapan dengan persoalan sosial, ekonomi,
politik, dan kemanusiaan (Sujono, 2023).
Pendidikan akhirnya gagal mempertemukan
dimensi intelektual, moral, dan sosial dalam
satu kesadaran yang utuh.

Krisis itu sebenarnya makin terlihat dari

rendahnya kualitas hasil belajar murid
Indonesia dalam berbagai survei Internasional.
Misalnya, skor Programme for International
Student Assessment atau PISA. Skor PISA
Indonesia tahun 2018 mengalami penurunan
pada kategori membaca, matematika, dan
sains (Yaqin dan Taufikin, 2023). Kondisi ini
diperkuat oleh data yang disampaikan Abdul
Mu’ti bahwa sekitar 75% anak usia 15 tahun di
Indonesia belum mampu memahami gagasan
utama dalam teks bacaan panjang, sementara
82% lainnya masih kesulitan mengaplikasikan
konsep dasar matematika dalam situasi nyata.
Fenomena ini menunjukkan hadirnya situasi
schooling without learning yakni keadaan ketika
murid hadir di sekolah, tetapi tidak benar-
benar mengalami proses belajar yang bermakna
(Mu'ti 2025). Pendidikan akhirnya lebih sibuk
mengejar hafalan administratif dibandingkan
membangun nalar kritis dan kemampuan

memahami realitas kehidupan.

Persoalan pendidikan formal juga makin
rumit ketika logika neoliberalisme masuk ke
dalam sistem pendidikan nasional. Penelitian
Sulaiman  Mappiasse tentang  reformasi
pendidikan di Indonesia mengkritik kebijakan
liberalisasi pendidikan seperti sekolah bertaraf
internasional (SBI) maupun rintisan sekolah
bertaraf internasional (RSBI) yang pada
akhirnya menciptakan stratifikasi sosial baru di
dunia sekolah. Pendidikan berkualitas menjadi
lebih mudah diakses kelompok ekonomi

tertentu, sementara masyarakat di daerah
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terpencil tetap bergelut dengan keterbatasan
fasilitas dan tenaga pengajar. Data tahun 2010
menunjukkan bahwa 59% dari 378 sekolah

SBI/RSBI
sedangkan banyak sckolah di wilayah seperti

terkonsentrasi di Pulau Jawa,
Nusa Tenggara Timur masih berada dalam
kategori “sekolah darurat” (Mappiasse, 2014).
Situasi ini memperlihatkan bahwa pendidikan
belum sepenuhnya menjadi ruang pemerataan
sosial, melainkan justru rawan memperlebar
jurang ketimpangan.

Dalam perspektif pedagogi kritis, persoalan
tersebut tidak bisa dilepaskan dari model
pembelajaran yang masih bersifat satu arah.
Paulo Freire (2000) menyebut model ini
sebagai “pendidikan gaya bank”, yaitu situasi
ketika guru diposisikan sebagai pemilik
pengetahuan, sementara murid hanya menjadi
tempat penyimpanan informasi. Akibatnya,
pendidikan kehilangan ruang dialog dan gagal
membangun kesadaran kritis murid terhadap
Pendidikan
kepatuhan,

realitas sosial di sekitarnya.

akhirnya hanya melahirkan
bukan keberanian berpikir. Dari sinilah lahir
apa yang disebut Freire sebagai the culture of
silence, yakni kebudayaan bisu ketika murid
terbiasa menerima keadaan tanpa kemampuan

mengkritik struktur yang menindasnya.

Senada dengan itu, pendidikan nasional juga
terkesan terlalu sentralistik dan seragam.
Kurikulum disusun dengan pendekatan yang
sama untuk semua daerah, padahal masyarakat
Indonesia hidup dalam realitas sosial dan
budaya yang sangat beragam. Pendidikan
akhirnya lebih sibuk memenuhi kepentingan
birokrasi dibandingkan menjawab kebutuhan
nyata masyarakat. Masalah ini diperparah
oleh ketimpangan distribusi tenaga pendidik.
Secara angka, rasio guru dan murid di
Indonesia sebenarnya tergolong baik, yakni
sekitar 1:18 (Mappiasse, 2014). Namun dalam
praktiknya, distribusi dan kualitas guru masih
sangat timpang. Guru banyak menumpuk di
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kota-kota besar, sementara daerah terpencil
terus mengalami kekurangan tenaga pengajar
secara kronis.

bahwa

terlalu

tersebut

Kondisi
pendidikan

menunjukkan
formal masih
menitikberatkan aspek kognitif dan capaian
akademik, tetapi kurang memberi perhatian

afekdif dan

moral murid. Dampaknya bisa kita lihat dari

pada pembentukan dimensi

meningkatnya kasus kekerasan, perundungan
(bullying), dan intoleransi di lingkungan
sekolah.  Pendidikan direduksi

menjadi sekadar ritual mengejar angka dan

akhirnya

sertifikat, bukan proses pembentukan manusia
yang matang secara moral dan sosial.

Tantangan ini semakin berat di tengah budaya
digital yang serba cepat dan instan. Abdul Mu'ti
(2025) mengingatkan munculnya fenomena
scroll culture, yaitu budaya menggulir informasi

refleksi.

Generasi muda mulai terbiasa membaca judul

secara cepat tanpa kedalaman
tanpa benar-benar memahami isi. Akibatnya,
kemampuan berpikir mendalam perlahan
mengalami penyusutan. Dalam situasi seperti
ini, pendidikan formal tampaknya belum
sepenuhnya mampu membekali murid dengan
kemampuan menyaring arus informasi secara
kritis. Jika keadaan ini terus berlangsung,
dikhawatirkan

melahirkan generasi yang hadir secara fisik

pendidikan hanya akan
di ruang kelas, tetapi absen dalam kesadaran
berpikir dan pembacaan sosialnya sendiri.

Pendidikan dan Humanisasi

Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses

humanisasi.  Yaitu, usaha sadar untuk

memanusiakan manusia dan mengangkat

derajat  kemanusiaannya  secara  utuh.
Driyarkara, seperti dikutip dari Hanafi
(2008),  pernah  menegaskan  bahwa

pendidikan merupakan proses pembimbingan
manusia muda agar tumbuh menjadi pribadi
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yang lebih dewasa dan lebih manusiawi
(humanior). Karena itu, pendidikan tidak
bisa dipahami hanya sebagai aktivitas transfer
ilmu pengetahuan, melainkan juga proses
membangun kesadaran manusia terhadap
dirinya, sesamanya, dan realitas sosial yang
mengitari kehidupannya.

Dalam konteks itu, pendidikan humanis selalu
menempatkan manusia sebagai subjek utama.
Pendidikan humanistik harus memberikan
ruang bagi manusia untuk berkembang secara
utuh sebagai pribadi yang memiliki otonomi
dan tanggung jawab atas hidupnya sendiri.
Gagasan ini sebenarnya sejalan dengan
pemikiran Paulo Freire dalam Pedagogy of
the Oppressed. Freire melihat humanisasi
sebagai panggilan ontologis manusia yang
sering kali diingkari oleh sistem pendidikan
yang menindas (Freire, 2000). Karena itu,

hadir prakeik

pembebasan agar manusia dapat kembali

pendidikan  harus

sebagai

menemukan martabat kemanusiaannya.

Dalam perspekdif keislaman, humanisasi

tidak bisa

hubungan antara nilai ketuhanan dan nilai

pendidikan dipisahkan  dari
kemanusiaan. Oleh karena itu, Buya Syafii
menawarkan gagasan Islam humanis yang
dzikr
(kesadaran spiritual) dan fikr (kesadaran

berupaya  menyatukan  kekuatan
intelektual) untuk melahirkan manusia w«/u/
albab. Artinya, pendidikan tidak cukup hanya
membentuk manusia cerdas secara intelektual,
tetapi juga harus melahirkan manusia yang
memiliki kedalaman moral dan spiritual
(Sujono, 2023). Pendidikan humanis dalam
pemikiran Buya Syafii dibangun di atas nilai
egalitarianisme, toleransi, pluralisme, keadilan,
persaudaraan  universal, dan
(Amirullah  dkk., 2022).

pendidikan Islam tidak boleh berhenti pada

perdamaian
Karena itu,

formalitas simbolik dan administratif semata,

tetapi harus benar-benar menghadirkan

penghormatan terhadap manusia sebagai

subjek moral yang utuh.

Kalau kita melihat lebih jauh, pendidikan
humanis juga menuntut penerimaan terhadap
pluralitas kehidupan. Sebab, manusia memang
diciptakan dalam keragaman. Bagi Buya
Syafii dan Nurcholish Madjid (Cak Nur),
humanisme menjadi bagian dari manifestasi
nilai tauhid (Ammar dkk., 2025). Dalam Islam
Agama Kemanusiaan, Cak Nur menegaskan
bahwa keimanan yang otentik akan selalu
berjalan bersama penghormatan terhadap
nilai-nilai kemanusiaan universal. Dari sini
terlihat bahwa pendidikan seharusnya tidak
melahirkan manusia yang eksklusif dan
tertutup, melainkan pribadi yang inklusif,
egaliter, dan mampu hidup bersama perbedaan.

Humanisasi  pendidikan  juga berkaitan
erat dengan bagaimana relasi antarmanusia
dibangun dalam proses belajar. Bagi Carl
Rogers, pembelajaran yang efektif hanya dapat
berlangsung ketika guru memiliki empati,
keaslian diri, dan kepercayaan terhadap potensi
murid (Patterson, 1997). Jadi, pendidikan
bukan sekadar urusan metode mengajar,
tetapi juga soal kualitas hubungan manusia di
dalamnya. Karena itu, kesejahteraan psikologis
guru menjadi bagian penting dalam proses
pendidikan yang manusiawi. Penelitian Yoana
Elvita Fetriana dan Lucia Hernawati (2026)
menunjukkan bahwa efikasi diri dan dukungan
sosial keluarga memberikan kontribusi sebesar
38,2% terhadap kesejahteraan psikologis guru.
Data ini memperlihatkan bahwa guru bukan
hanya penyampai materi pelajaran, melainkan
juga figur moral dan teladan karakter yang
sangat menentukan kualitas kemanusiaan
murid.

Dalam perkembangan pendidikan
kontemporer, arah transformasi pembelajaran
sebenarnya mulai bergerak menuju model yang
lebih integratif dan holistik. Fazlur Rahman

melalui Islam and Modernity (1982) pernah
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mengkritik dikotomi antara ilmu agama
dan ilmu umum yang membuat pendidikan
kehilangan orientasi keutuhan manusia.

Dalam konteks yang lebih mutakhir, Abdul
Mu'ti (2025) memperkenalkan pendekatan
deep learning yang menekankan prinsip
mindful, meaningful, dan joyful. Pendekatan
ini mengingatkan kita bahwa pendidikan
tidak boleh berhenti pada hafalan, angka, dan
capaian akademik semata. Pendidikan harus
menjadi ruang yang memuliakan manusia,
membangun kesadaran, dan memberdayakan
seluruh  potensi  kemanusiaannya  secara
utuh. Sebab, pendidikan sejati bukan hanya
melahirkan manusia yang pintar, tetapi juga
manusia yang mampu menjaga nilai-nilai
kemanusiaannya di tengah perubahan zaman
yang terus bergerak cepat.

Radikalisme dan Kegagalan Nalar

Kalau kita melihat fenomena radikalisme
agama hari ini, sebenarnya persoalannya tidak
selalu lahir dari semangat keberagamaan itu
sendiri, melainkan sering kali berakar dari
kegagalan nalar dalam memproses kedalaman
berpikir. Berpikir radikal pada dasarnya bukan
sesuatu yang salah. Sebab, radikal berarti
berpikir sampai ke akar persoalan. Namun
masalah muncul ketika pemikiran yang
seharusnya mendalam itu berubah menjadi
ideologi kaku yang dipaksakan kepada orang

lain.

KH. Hasyim Muzadi dalam sebuah seminar
nasional tahun 2016 pernah menegaskan
bahwa manusia memang perlu berpikir secara
radikal sampai ke akar-akarnya, tetapi hasil
pemikiran itu menjadi berbahaya ketika
berubah menjadi mazhab tertutup yang
mematikan ruang dialog (Haqqi dkk., 2025).
Pandangan serupa juga disampaikan Yusuf
Qardhawi. Menurutnya, radikalisme lahir dari
sikap berlebihan dalam beragama yang tidak
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lagi mampu membaca realitas sosial secara
jernih. Akibatnya, nalar sechat masyarakat
dikorbankan demi kepentingan ideologi dan

politik praktis (Haqqi dkk., 2025).

Kritik yang cukup tajam terhadap kegagalan
nalar dalam pendidikan sebenarnya sudah
lama disampaikan Buya Syafii. Dalam Daffa
Nur Fauzy, Fikri Haikal, dan A R Bahry
Al Farizi (2024), Buya Syafii menyoroti
fenomena “formalisme agama” di Indonesia,
yakni keadaan ketika praktik keagamaan lebih
sibuk pada simbol, ritual, dan aspek formal,
tetapi justru kehilangan substansi ajaran
Islam yang paling mendasar: keadilan sosial
dan kemanusiaan. Dari sinilah lahir paradoks
yang cukup ironis. Banyak orang tampak
saleh dalam ruang ritual, tetapi pada saat yang
sama gagal menghadirkan kasih sayang sosial
dalam kehidupan nyata. Karena itu, Buya
Syafii secara kritis mempertanyakan klaim
Al-Quran tentang khairu ummah atau “umat
terbaik”, jika umat tersebut masih rapuh oleh
konflik internal dan belum mampu menjadi
rahmat bagi sesama manusia.

Kegagalan nalar ini juga tidak bisa dilepaskan
dari sistem pendidikan yang masih sangat
konservatif dalam cara berpikir. Pendidikan
sering kali menganggap seluruh persoalan
kehidupan sudah selesai di dalam teks,
schingga murid tidak dibiasakan membaca
hubungan antara ajaran agama dengan
realitas sosial yang terus berubah. Hal ini
akhirnya melahirkan split personality atau
pribadi terbelah. Agama yang seharusnya
menjadi jalan hidup (way of life) justru kerap
dibajak untuk kepentingan sektarian dan alat
penindasan, sebab kemampuan berpikir kritis
para pengikutnya tidak tumbuh secara schat

(Ammar dkk., 2025).

Kondisi tersebut sebenarnya juga terlihat
dari rendahnya kemampuan bernalar di
sektor pendidikan Indonesia. Nur Kholis
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(2025) dalam penelitiannya mencatat bahwa

mahasiswa masih  mengalami  kesulitan

memahami teks akademik dengan skor
rata-rata hanya 2,03 dari skala 4, sementara
kemampuan mengevaluasi teks berada pada
angka 2,41. Temuan ini diperkuat penelitian
Novita Hawsari Aswanti dan Wiwi Isnaeni
(2023) yang mengutip evaluasi PISA, bahwa
kemampuan berpikir kritis murid Indonesia
masih tergolong sangat rendah. Bahkan dalam
bidang spesifik seperti fisika, kemampuan
berpikir kritis mahasiswa hanya mencapai

37,1 persen. Angka ini menunjukkan
bahwa pendidikan kita masih lebih banyak
menekankan hafalan dibandingkan
pembentukan daya nalar.

Persoalan  tersebut makin rumit ketika

kurikulum pendidikan agama masih terlalu
formalistik. Zuly Qodir (2013), mengkritik
pendidikan agama di sekolah yang terlalu
didominasi persoalan fikih ibadah, mulai dari
thabarah hingga mengurus jenazah, tetapi
kurang memberi ruang pada pembahasan
kemanusiaan, toleransi, dan makna jihad yang
moderat serta rahmatan lil ‘alamin. Akibatnya,
ruang kosong nalar murid menjadi mudah
diisi oleh doketrin radikal yang hadir lebih
sistematis dan intensif dibandingkan program
deradikalisasi yang sering kali bersifat sporadis.

Di tengah situasi seperti itu, perkembangan
dunia digital ikut memperparah krisis nalar
yang sedang terjadi. Muncul fenomena yang
sering disebut sebagai “Ustadz Google”,
yakni kecenderungan belajar agama secara
instan melalui internet tanpa pendampingan
dan kedalaman literasi yang memadai.
Derasnya arus informasi digital ini sangat
berpotensi mendegradasi moralitas masyarakat
(Lim, 2013). Tak heran jika ada data
yang menyebutkan bahwa sekitar 54,37%
mahasiswa dan siswa belajar agama melalui

internet dan media sosial. Masalahnya, ketika

kemampuan berpikir kritis tidak dibangun
secara kuat di lembaga pendidikan, generasi
muda menjadi mudah terjebak dalam echo
chamber informasi yang provokatif dan radikal

(Haqqi dkk., 2025).
bahkan kebijakan moderasi

beragama yang digaungkan pemerintah juga
tidak sepenuhnya lepas dari kritik. Rikhlatul
Ilmiah dan Kadi (2025) menilai moderasi
beragama kadang dipraktikkan secara terlalu

Menariknya,

formal dan tertutup, schingga berpotensi
berubah menjadi bentuk “kekerasan simbolik”.
Di sini tampak adanya kegagalan nalar
sistemik ketika moderasi dipaksakan sebagai
ideologi tunggal tanpa membuka ruang dialog
yang schat. Kasus kecurigaan terhadap istilah
“khilafah” dalam ujian di Kediri tahun 2019,
misalnya, menunjukkan bagaimana istilah
yang sebenarnya berada dalam kajian ilmiah
fikih siyasah justru dianggap ancaman politik.
Situasi seperti ini memperlihatkan bahwa
ketakutan sering kali mengalahkan tradisi

berpikir kritis dalam pendidikan.

Karena itu, pendidikan perlu bergerak dari
model indoktrinasi menuju pembentukan
“kesadaran kritis” (critical consciousness). Maka
dari itu, penting untuk mengadopsi gagasan
Paulo Freire tentang pendidikan dialogis sebagai
benteng ideologis terhadap radikalisme (Al-Ali
dkk., 2025). Pendidikan Islam harus mampu
membebaskan pikiran dan memanusiakan
murid, sehingga mereka tidak hanya menjadi
penerima pasif pengetahuan, tetapi juga subjek
aktif yang mampu membaca akar ketidakadilan
sosial dan kultural di sekitarnya. Sebab, hanya
dengan nalar yang tajam dan spiritualitas
yang membumi, sebagaimana dicita-citakan
Buya Syafii Maarif, pendidikan dapat benar-
benar menjadi ruang lahirnya manusia yang
kritis, terbuka, dan tetap manusiawi di tengah
derasnya arus radikalisme zaman.

Akar dan llmu: Merawat Bumi, Menyalakan Nurani

63



64

Iman dan Keadilan Sosial

Terdapatsatu pesan inti yang terus disampaikan
Buya Syafii secara berulang, yakni iman
tidak boleh berhenti pada ritual dan simbol
keagamaan semata. Buya Syafii menegaskan

bahwa hadir

tindakan nyata melawan ketidakadilan sosial,

keimanan  harus dalam
kemiskinan, dan berbagai bentuk penindasan
kemanusiaan. Sebab, agama pada dasarnya
bukan hanya urusan hubungan manusia
dengan Tuhan, tetapi juga tentang bagaimana
manusia memperlakukan sesamanya secara adil
dan beradab. Menurut Zuly Qodir dan Haedar
Nashir (2019), Buya Syafii memandang watak
universal Islam harus tampil dalam bentuk
“kemanusiaan yang adil dan beradab” agar
mampu membangun masyarakat Indonesia
yang inklusif dan terbuka.

Dalam konteks itu, pendidikan memiliki
posisi yang sangat penting. Bagi Buya
Syafii, pendidikan adalah jalan utama untuk
membebaskan manusia dari kebodohan yang
selama ini menjadi akar penindasan dan
marginalisasi sosial. Penggunaan metafora
“ilmu garam” oleh Buya dimaksudkan untuk
menggambarkan iman yang seharusnya larut
dan memberi rasa keadilan dalam kehidupan
sosial, bukan sekadar menjadi “gincu” atau
simbol pemanis yang hanya tampak di
permukaan (Qodir dan Nashir, 2019). Artinya,
pendidikan berbasis iman tidak cukup hanya
melahirkan manusia yang rajin beribadah
secara ritual, tetapi juga harus membentuk
pribadi yang mampu menghadirkan keadilan
dan kasih sayang bagi sesama.

Melihat realitas pendidikan hari ini, tantangan
mewujudkan keadilan sosial sebenarnya masih
sangat besar. Sebab, institusi pendidikan Islam
dalam banyak situasi masih melanggengkan
ketidakadilan distributif, misalnya melalui
pengelompokan murid berdasarkan = status
ekonomi dan kemampuan akademik (Raihani,
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2012). Situasi seperti ini tentu bertolak
belakang dengan semangat pendidikan yang
diperjuangkan Buya Syafii. Buya mengingatkan
bahwa gerakan pendidikan Islam harus mampu
membaca realitas sosial-historis Indonesia yang
plural, schingga pendidikan tidak berubah
menjadi “monster” yang kaku dan eksklusif,
melainkan hadir sebagai oase kemanusiaan

yang sejuk, terbuka, dan tulus.

Dalam pengembangan karakter, pendidikan
tidak boleh hanya

menekankan hubungan vertikal dengan Tuhan

berbasis iman juga

semata. Haidar Putra Daulay dan Tobroni
(2016) menjelaskan bahwa Tujuan pendidikan
Islam sejatinya ialah membentuk insan kamil,
yaitu manusia yang seimbang dalam hubungan
dengan Tuhan dan sesama manusia (hablum
minallah dan hablum minannas). Gagasan
ini sangat dekat dengan visi Buya Syafii
yang melihat bahwa iman harus melahirkan
manusia dialogis, manusia yang peka terhadap
penderitaan sosial, dan manusia yang memiliki
keberanian moral untuk menghadirkan solusi
bagi kesejahteraan bersama.

Karena itu, kepemimpinan dalam lembaga
pendidikan juga memegang peranan yang
sangat penting dalam menghadirkan keadilan
sosial. Menurut Veronica Esqueda (2018),
keyakinan spiritual sering kali menjadi
kekuatan pendorong di balik tindakan kasih
dan perjuangan keadilan bagi kelompok
yang lemah. Buya Syafii sendiri memberikan
teladan bahwa pemimpin pendidikan harus
memiliki kejujuran, akal sehat, dan keberanian
moral dalam merawat kebinekaan. Sebab,
pendidikan agama yang kehilangan akal sehat
akan mudah terjebak pada eckstremisme dan
sikap saling meniadakan. Padahal, pendidikan

scharusnya menjadi jembatan bagi lahirnya
perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan
agama juga perlu dipahami sebagai proyek
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emansipasi kemanusiaan. Patricia Hannam dan
Christopher May (2022) menjelaskan bahwa
pendidikan harus

agama mengutamakan

penghormatan terhadap keunikan setiap
manusia. Pandangan ini memperkuat gagasan
Buya Syafii bahwa pendidikan di Indonesia
harus mampu menyatukan nilai keislaman,
keindonesiaan, dan kemanusiaan dalam satu
tarikan napas profetik. Sebab, iman yang schat
tidak akan melahirkan kebencian, melainkan
keberanian untuk melawan segala bentuk
kemungkaran sosial dengan cara yang beradab

dan manusiawi.

Pada akhirnya, iman dan keadilan sosial
memang tidak bisa dipisahkan. Emanuel
Prasetyono dalam Fusi Horizon: Hermeneutika
Hans-Georg Gadamer Bagi Dialog Antarbudaya
(2024)

pertemuan nilai budaya dan agama yang telah

melihat Pancasila sebagai bentuk

lama hidup di Indonesia. Dalam pandangan
Buya Syafii, pendidikan yang berlandaskan
iman dan keadilan sosial harus terus bergerak
secara dinamis, tidak berhenti pada slogan
dan simbol semata. Nilai-nilai Pancasila
perlu dihidupkan dalam praktik pendidikan
sehari-hari agar keadilan benar-benar menjadi
kenyataan yang dirasakan seluruh warga
bangsa. Sebab, pendidikan sejati bukan hanya
melahirkan manusia yang pintar berbicara
tentang kebaikan, tetapi juga manusia yang
mampu menghadirkan kebaikan itu dalam
kehidupan sosial yang nyata.

Sekolah sebagai Ruang Merdeka

Buya Syafii yang dikenal luas sebagai “Guru
Bangsa® dan “Muazin Bangsa’ memandang
bahwa kebodohan adalah salah satu akar
utama lahirnya kemiskinan, ketidakadilan, dan
keterbelakangan sosial (Beck, 2018). Karena
itu, pendidikan tidak boleh hanya dipahami
sebagai proses memindahkan pengetahuan
di ruang kelas, melainkan harus menjadi
ruang yang membebaskan manusia untuk

tumbuh secara utuh. Bagi Buya Syafii, sekolah
seharusnya menjadi tempat tumbuhnya watak
yang religius, mandiri, dan egaliter. Artinya,
sekolah bukan sekadar bangunan akademik,
tetapi medan transformasi sosial yang hidup

dan dinamis.

Dalam  perspektif Buya Syafii, esensi
adalah

humanisasi. Yakni, usaha untuk memerdekakan

pendidikan  sebenarnya proses
sekaligus memanusiakan manusia. Pendidikan
humanistik dalam pemikiran Buya memiliki
hubungan yang sangat erat dengan dimensi
spiritual dan transendental. Karena itu,
sckolah sebagai ruang merdeka tidak cukup
hanya membentuk kecerdasan intelektual,
tetapi juga harus mampu mempertemukan
kekuatan fikr (akal) dan dzikr (kesadaran
spiritual) untuk melahirkan manusia %/l
albab (Amirullah dkk., 2022) Pendidikan
tidak boleh melahirkan manusia yang pintar
tetapi kehilangan arah moral, sebab kecerdasan
tanpa kemanusiaan pada akhirnya hanya akan

melahirkan krisis baru dalam kehidupan sosial.

Kalau kita melihat lebih jauh, ruang merdeka
di sekolah juga harus dibangun di atas nilai-
nilai egaliter. Buya Syafii percaya bahwa semua
manusia memiliki posisi yang sama di hadapan
Tuhan dan sejarah. Dalam salah satu karyanya
yang terbit tahun 1985, Buya menegaskan
bahwa pesan tauhid pada dasarnya adalah
sumber egalitarianisme yang menolak segala
bentuk monopoli kebenaran dan penindasan
manusia atas manusia lain. Karena itu, ruang
kelas seharusnya menjadi tempat di mana
martabat manusia dihargai tanpa membedakan
latar belakang etnis, agama, maupun status
sosial. Pendidikan yang memerdekakan tidak
boleh melahirkan rasa superioritas, melainkan
kesadaran bahwa semua manusia memiliki hak
yang sama untuk tumbuh dan dihormati.

Selain egalitarianisme, sekolah sebagai ruang
merdeka juga harus menumbuhkan sikap
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tetbuka terhadap perbedaan. Buya Syafii
menegaskan pentingnya mengakui hak orang
lain untuk meyakini kebenaran agamanya
sendiri. Dari sini terlihat bahwa sekolah tidak
boleh berubah menjadi ruang indoktrinasi
yang memaksakan satu sudut pandang secara
mutlak. Sebaliknya, sekolah harus menjadi
tempat belajar berdialog secara jujur dan tulus
di tengah keberagaman. Sebab, pendidikan
yang sehat bukan pendidikan yang melahirkan
ketakutan terhadap perbedaan, melainkan
pendidikan yang mampu menghadirkan sikap
saling menghormati dan hidup bersama secara
damai.

Pandangan Buya Syafii tentang kemerdekaan
pendidikan sebenarnya sangat dekat dengan
gagasan Henry A. Giroux dalam Oz
Critical Pedagogy (2020). Giroux melihat
sekolah sebagai ruang publik demokratis,
yaitu tempat di mana kesadaran kritis dan
keberanian berpikir dikembangkan untuk
melawan  kecenderungan  otoritarianisme.
Dalam konteks ini, kemerdekaan berpikir
menjadi sangat penting karena sekolah bukan
hanya bertugas mencetak lulusan, tetapi
juga membentuk warga negara yang kritis,
bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian
terhadap masa depan bangsanya sendiri.

Karena itu, pendidikan yang memerdekakan
harus menjauhkan sekolah dari prakeik
dehumanisasi. Paulo Freire pernah menyebut
model pendidikan yang menindas sebagai
“pendidikan gaya bank”, yaitu ketika murid
hanya dijadikan tempat penyimpanan
informasi tanpa ruang dialog dan kreativitas.
Dalam konteks Indonesia, pendidikan kita
masih sering terjebak pada hafalan-hafalan
kering yang justru mematikan kreativitas
murid (Kristanto dkk., 2025). Buya Syafii
sendiri menolak model pendidikan seperti ini.
Menurut Buya, sekolah seharusnya memberi
ruang bagi setiap anak untuk menemukan
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dan mengembangkan potensi uniknya sesuai
kodrat alam masing-masing.

Dalam ruang merdeka itu pula, nilai toleransi
menjadi syarat penting bagi lahirnya harmoni
sosial. Buya Syafii percaya bahwa toleransi
tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi dibentuk
melalui proses pendidikan yang menanamkan
kesadaran tentang pentingnya keberagaman.
Muhammad Qorib dalam disertasinya yang
berjudul Pemikiran Abmad Syafii Maarif
tentang Pluralisme Agama (2012) menjelaskan
bahwa bagi Buya Syafii, berteologi dalam dunia
pendidikan bukan bertujuan mempersempit
ruang hidup orang lain, melainkan membuka
jalan dialog dan kerja sama antarumat
beragama. Dari sini terlihat bahwa pendidikan
agama seharusnya melahirkan manusia yang
rendah hati dan terbuka, bukan pribadi yang
mudah menghakimi atau mengkafirkan

s€sama.

Sekolah sebagai ruang merdeka juga harus
menanamkan nilai keadilan sosial dalam
kehidupan sehari-hari. Buya Syafii menegaskan
bahwa iman yang benar akan tampak dari
tajamnya hati nurani terhadap persoalan
moral dan penderitaan sosial. Pandangan ini
sejalan dengan penelitian Edi Purwanto dan
Sonya Kiristiawan (2025) yang menekankan
bahwa pendidikan harus mampu membentuk
manusia yang berani menjadi pelaku perubahan
demi menghadirkan keadilan di ruang publik.
Jadi, sekolah tidak boleh hanya melahirkan
manusia yang cerdas secara akademik, tetapi
juga manusia yang memiliki keberanian moral

untuk membela nilai-nilai kemanusiaan.

Di tengah situasi sosial yang semakin
kompleks, kemerdekaan sekolah juga berarti
membebaskan dunia pendidikan dari pengaruh
ideologi radikal yang anti-kemanusiaan. Buya
Syafii cukup gelisah melihat berkembangnya
radikalisme di lingkungan pendidikan. Karena
itu, melalui MAARIF Institute, Buya terus
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memperjuangkan dan menanamkan nilai-
nilai inklusivitas, demokrasi, dan kemanusiaan

di  sekolah-sekolah

sekolah harus kembali menjadi laboratorium

Indonesia.  Baginya,
pembentukan manusia yang humanis, bukan
ruang tumbuhnya kebencian dan fanatisme
sempit (Saputra dkk., 2021).

Pada akhirnya, sekolah sebagai ruang merdeka
adalah tempatdi manakecerdasan dan moralitas
dibangun secara beriringan. Pendidikan sejati

bukan

melainkan membimbing mereka tumbuh

proses menyeragamkan manusia,
dengan hati yang peka dan kehendak yang
merdeka. Sebab, bangsa yang besar tidak
hanya membutuhkan generasi yang cakap
secara akademik, tetapi juga manusia yang
bijaksana, terbuka, dan mampu menghadirkan
kemanusiaan dalam kehidupan sosialnya.
Dengan menghadirkan nilai-nilai inklusivitas
dan kemanusiaan di sekolah, pendidikan dapat
benar-benar menjadi jalan lahirnya peradaban
yang lebih adil, damai, dan manusiawi.

Keindonesiaan dan Kemanusiaan

Bagi Buya Syafii, pendidikan tidak boleh hanya
melahirkan manusia yang saleh secara ritual,
tetapi juga harus membentuk manusia yang
memiliki kepedulian terhadap nasib bangsanya
dan kepekaan terhadap penderitaan sesama.
Pendidikan dalam perspektif Buya Syafii
mesti dipahami sebagai proses humanisasi
yang memerdekakan dan ~memanusiakan
manusia. Karena itu, pendidikan Islam harus
memiliki hubungan yang organik dengan
dimensi spiritual-transendental agar mampu
melahirkan manusia #/ul albab, yakni pribadi
yang memiliki kedalaman spiritual sekaligus
keluasan moral dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks itu, prinsip egalitarianisme
dan keadilan menjadi fondasi penting dalam
pendidikan humanistik yang ditawarkan Buya
Syafii. Pendidikan tidak boleh melahirkan

manusia yang merasa paling benar dan paling
suci, tetapi harus membangun kesadaran
bahwa semua manusia memiliki martabat
yang sama di hadapan Tuhan dan sejarah. Dari
sini terlihat bahwa pendidikan humanistik
Buya Syafii sesungguhnya merupakan respons
terhadap menguatnya intoleransi, radikalisme,
dan krisis kemanusiaan yang mengancam
kehidupan kebangsaan Indonesia hari ini

(Qorib, 2012).

Gagasan Buya Syafii tentang keindonesiaan
juga sangat erat dengan cara Buya memahami
konsep umat. Buya Syafii memandang umat
bukan sekadar identitas kelompok keagamaan
yang  eksklusif,  melainkan  solidaritas
kemanusiaan yang bersifat inklusif dan
kosmopolitan. Dalam kerangka ini, Pancasila
dipahami sebagai hasil perjumpaan lintas-
peradaban yang menghargai nilai kemanusiaan,
hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Karena
itu, Islam menurut Buya Syafii harus hadir
sebagai kekuatan moral yang mendorong
transformasi  progresif demi kepentingan
seluruh umat manusia tanpa memandang
agama dan latar belakang sosialnya.

Dari sini pula pendidikan memiliki peran yang
sangat strategis. Pendidikan harus mampu
menanamkan nilai pluralisme, demokrasi,
dan penghormatan terhadap kemanusiaan
universal dalam kehidupan berbangsa. Sebab,
bangsa yang majemuk seperti Indonesia tidak
mungkin dirawat hanya dengan pendekatan
formalistik dan simbolik. Pendidikan harus
menjadi ruang tumbuhnya kesadaran bahwa
keberagaman bukan ancaman, melainkan
bagian dari kenyataan sejarah bangsa Indonesia
sendiri.

Gagasan tersebut tampak nyata dalam gerakan
intelektual yang diperjuangkan dan ditanam
oleh Buya Syafii, salah satunya melalui
MAARIF Institute. Dalam “The Flowering
Of Islamic Thought:

Liberal-Progressive
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Discourse And Activism In Contemporary
Indonesia” (2011), Suratno menjelaskan
bahwa lembaga ini memiliki peran penting
dalam memperkuat dialog antariman dan
memperjuangkan  nilai  kemanusiaan  di
Indonesia. Melalui pendidikan demokrasi dan
dialog lintas budaya, Buya Syafii berupaya
menjadikan Islam sebagai landasan moral
bagi pembangunan masyarakat yang inklusif
dan berkeadaban. Dari sini terlihat bahwa
keindonesiaan dalam perspektif Buya Syafii
bukan sekadar identitas politik, melainkan
komitmen etis untuk menjaga persaudaraan
sosial di tengah keragaman bangsa.

Pemikiran tersebut juga terlihat dalam
gagasan moderasi beragama yang terus Buya
suarakan. Bagi Buya Syafii, moderasi bukan
sekadar sikap tengah secara formal, tetapi
cara memahami agama secara substansial
demi menjaga kesehatan toleransi dalam
kehidupan bersama (Saputra dkk., 2021).
Buya Syafii percaya bahwa bumi adalah milik
bersama seluruh manusia, sehingga tidak ada
satu kelompok pun yang berhak memonopoli
kebenaran sampai merampas hak hidup orang
lain. Karena itu, pendidikan moderasi harus
diarahkan untuk melahirkan masyarakat yang
terbuka, demokratis, dan damai dalam bingkai

keindonesiaan.

Dalam pengantar buku Islam, Humanity, And
Indonesian  Identity: Reflections On  History
(2018) yang ditulis oleh Herman L. Beck,
ada tiga tema besar yang terus diperjuangkan
Buya Syafii, yakni menjadi Muslim, menjadi
Indonesia, dan menjadi manusia. Ketiga hal
ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Menjadi religius tanpa kemanusiaan hanya
akan melahirkan formalisme agama, sementara
menjadi Indonesia tanpa kesadaran moral
hanya akan melahirkan nasionalisme yang
kering dari nilai-nilai etik. Karena itu, Buya
Syafii secara konsisten memandang pendidikan
sebagai alat untuk melawan kebodohan,

68 MAARIF Vol. 21, No. 1 — Juni 2026

Fikri Haikal

kemiskinan, ketidakadilan, dan korupsi yang
merusak kehidupan bangsa.

Persoalan tersebut sebenarnya masih sangat
relevan dengan kondisi Indonesia pasca-
reformasi. Kehidupan kebangsaan Indonesia
masih sering diwarnai fanatisme agama dan
etnosentrisme yang memicu konflik sosial.
Dalam situasi seperti itu, pendidikan memiliki
tanggung jawab besar untuk menjaga kohesi
sosial dan membangun sikap multikultural
di tengah masyarakat yang sangat majemuk.
Pendidikan agama, misalnya, tidak boleh
hanya berhenti pada hafalan doktrin, tetapi
juga harus membangun kesadaran hidup
bersama dalam perbedaan.

Karena itu, penting bagi pendidikan di
Indonesia untuk bergerak menuju model yang
lebih inklusif. Untuk itu, pendidikan agama
berbasis Pancasila menjadi penting dalam
rangka memperkuat inklusi sosial dan toleransi
antaragama (Pratomo, 2025). Pendidikan perlu
diposisikan sebagai medium penyebaran nilai
keadilan sosial dan penghormatan terhadap
martabat manusia. Sebab, tanpa pendidikan
yang inklusif, prasangka sosial akan terus
tumbuh dan menggerus persatuan bangsa.

Kesadaran kemanusiaan itu juga harus
diwujudkan dalam praktik pendidikan yang
benar-benar  berpihak kepada kelompok
marginal. Dalam konteks ini, nilai kasih
sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap
martabat manusia harus menjadi dasar dalam
praktik pendidikan di Indonesia. Penghapusan
stigma terhadap kelompok rentan bukan
sekadar kebijakan administratif, tetapi bagian
dari perjuangan menghadirkan kemanusiaan

yang lebih adil.

Gagasan  tersebut  sebenarnya  sejalan
dengan pandangan N. Davids (2012) yang
menekankan pentingnya pendidikan Islam
berbasis pengakuan terhadap perbedaan

dan pesan kosmopolitan. Pendidikan harus
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menanamkan kesadaran bahwa manusia
memiliki tanggung jawab moral sebagai warga
dunia, tanpa kehilangan identitas keagamaan
dan kebangsaannya. Dari sini terlihat bahwa
pendidikan Islam yang humanis tidak
bertujuan melahirkan manusia yang eksklusif,
melainkan pribadi yang mampu menghargai
hak orang lain dan hidup secara demokratis

dalam masyarakat yang plural.

Pemikiran Buya Syafii tentang keindonesiaan

dan kemanusiaan juga

tampak dalam
dakwah  kultural.
Hyung-Jun Kim (2005) mencatat bagaimana

gagasannya mengenai

Buya Syafii mendorong pembaruan intelektual
lebih  kontekstual
pendekatan budaya. Dalam pandangan ini,

Islam  yang melalui
agama tidak diposisikan sebagai kekuatan
yang memusuhi tradisi lokal, tetapi hadir
untuk berdialog dengan realitas sosial dan
kebudayaan masyarakat Indonesia. Melalui
jaringan intelektual muda, Buya Syafii terus
membuka ruang bagi tafsir agama yang lebih
progresif dan berpihak pada kelompok yang

termarginalkan oleh arus globalisasi.

Padaakhirnya, keindonesiaan dan kemanusiaan
dalam pemikiran Buya Syafii bukanlah dua
hal yang terpisah. Menjadi Indonesia berarti
merawat kemanusiaan, dan menjadi manusia
berarti menjaga nilai-nilai keadaban dalam
kehidupan kebangsaan. Karena itu, pendidikan
tidak boleh hanya diarahkan untuk mencetak
manusia yang cerdas secara akademik, tetapi
juga manusia yang memiliki empati sosial,
kesadaran moral, dan keberanian menjaga
persaudaraan universal di tengah kehidupan
bangsa yang terus berubah.

Guru dan Teladan Moral

Keteladanan guru sering kali jauh lebih
berpengaruh dibandingkan sekadar nasihat
verbal. Perubahan karakter murid sangat
dipengaruhi oleh contoh nyata yang diberikan

guru dalam kehidupan sehari-hari (Ngatilah,
2025). Ada ungkapan yang sangat relevan
dalam konteks ini, bahwa satu keteladanan
sering kali lebih bermakna daripada seribu
nasihat. Karena itu, guru bukan hanya
mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga
membentuk cara bersikap, cara berbicara,
dan cara memperlakukan orang lain secara
manusiawi. Pendidikan karakter pada akhirnya
tidak tumbuh dari slogan moral, melainkan
dari pengalaman melihat nilai-nilai itu hidup
dalam diri pendidiknya sendiri.

Dalam  perspekiif  pendidikan  Islam,
keteladanan moral memiliki akar yang sangat
kuat dalam tradisi kenabian. Menurut J.
Mark Halstead (2007), Nabi Muhammad
SAW  dipandang

yang sempurna bagi umat Islam. Karena

sebagai teladan moral
itu, pendidikan Islam tidak cukup hanya

mengajarkan  pengetahuan  tentang  baik
dan buruk, tetapi juga harus menghadirkan
figur-figur pendidik yang mampu menjadi
contoh hidup dari nilai-nilai akhlak dan
adab. Guru yang baik bukan hanya mereka
yang menguasai materi pembelajaran, tetapi
juga mereka yang memiliki kepedulian tulus
tethadap murid, menghindari kekerasan,
serta mampu menghadirkan kasih sayang dan
penghormatan terhadap martabat manusia

dalam proses belajar.

Guru harus menjadi model peran yang
autentik dan konsisten antara perkataan
dengan tindakan. Pendidikan humanistik
menempatkan integritas pendidik sebagai inti
dari proses pembelajaran. Sebab, murid tidak
hanya belajar dari apa yang dikatakan guru,
tetapi juga dari bagaimana guru menjalani
kehidupan schari-harinya. Dalam konteks
ini, sekolah bukan sekadar ruang akademik,
melainkan ruang pembentukan budaya moral
yang hidup melalui relasi antarmanusia di
dalamnya.
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Peran guru sebagai pembentuk moral juga
ditegaskan oleh Kunle Ashirafu Masudi Dalam
“Ethics In Education: Teaching Moral and
Ethical Decision-Making” (2024), Masudi
menjelaskan bahwa guru merupakan salah satu
pengaruh paling besar dalam perkembangan
moral murid. Sikap jujur, kepedulian,
dan kebijaksanaan yang ditunjukkan guru
memiliki dampak langsung terhadap cara
siswa membangun pertimbangan moral
dalam kehidupannya. Karena itu, guru tidak
hanya bertugas mengembangkan kecerdasan
intelektual, tetapi juga membantu murid
belajar mendengarkan, memahami perasaan
orang lain, dan mengubah kepedulian menjadi
tindakan nyata dalam kehidupan sosial.

Meski demikian, pendidikan moral tidak dapat
hanya bergantung pada figur keteladanan
tradisional semata. Hal yang juga tak kalah
penting ialah perlunya metode diskusi dilema
moral dalam membangun kompetensi etis
murid. Dalam pendekatan ini, guru lebih
berfungsi sebagai fasilitator dialog yang
membantu siswa berpikir kritis terhadap
persoalan moral yang kompleks. Dari sini
terlihat bahwa pendidikan moral yang sehat
bukan pendidikan yang indoktrinatif, tetapi
pendidikan yang memberi ruang refleksi
dan dialog agar murid mampu membangun
kesadaran moralnya sendiri secara lebih
dewasa.

Gurusebagai teladan moral juga memiliki peran
penting dalam menciptakan ruang belajar yang
kritis dan inklusif. Menurut Tommy Ender
(2019), guru dapat menggunakan pengalaman
hidup dan dialog terbuka untuk membantu
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murid memahami ketidakadilan sosial serta
menghargai keberagaman. Dalam situasi seperti
itu, guru tidak hadir sebagai otoritas yang
menakutkan, melainkan sebagai pendamping
yang membantu siswa memahami realitas
sosial secara lebih manusiawi. Pendidikan
akhirnya menjadi ruang tumbuhnya empati,
kesadaran sosial, dan penghormatan terhadap

perbedaan.

Tidak hanya guru, para pemimpin sekolah
juga dituntut memiliki keberanian moral
dalam memperjuangkan keadilan pendidikan.
Kepemimpinan moral berarti keberanian
membongkar kebijakan pendidikan yang
diskriminatif dan tidak berpihak kepada
kelompok yang terpinggirkan (Crosen, 2025).
Dalam konteks ini, pemimpin pendidikan
tidak cukup hanya mengurus administrasi
sekolah, tetapi juga harus menjadi penjaga
nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam

setiap kebijakan pendidikan yang diambil.

Pada akhirnya, keteladanan moral dalam
pendidikan bukan hanya persoalan individu,
melainkan fondasi penting bagi lahirnya
masyarakat yang lebih manusiawi. Tokoh-
tokoh seperti Buya Syafii Maarif telah berhasil
mempertemukan nilai-nilai keislaman dengan
demokrasi, pluralisme, dan kemanusiaan
universal. Dari sini terlihat bahwa pendidikan
seharusnya melahirkan guru dan intelektual
yang menjadikan agama sebagai instrumen
pembebasan, bukan alat penindasan. Sebab,
guru yang sejati bukan hanya mereka yang
berhasil mencerdaskan murid, tetapi juga
mereka yang mampu menyalakan nurani
kemanusiaan dalam kehidupan sosialnya.
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